
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR lo®TAHUN 2022 

TENTANG 

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

LINTASAN ANTAR KABUPATEN/KOTA 

DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubermur Nusa Tenggara 
Timur Nomor 34 Tahun 2019 telah ditetapkan Tarif 

Menimbang 

Penyeberangan Lintasan Antar Angkutan 
Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak Tahun 2022 berdasarlkan Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 

tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak 

tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus 

Penugasan serta untuk menindaklanjuti ketentuan 

Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan 

dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan 
Penyeberangan, maka Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2019 perlu 

disesuaikan; 

pertimbangan 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

C. bahwa berdasarkan sebagaimana 

Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan 
Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398);k 



23 Tahun 2014 tentang 2. Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Nomor 

Republik 

egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Republik 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme 

Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan 

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1256); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 

tentang8 Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

779); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN 

KABUPATEN/ 
KOTA DALAM PROvINSI NUSA TENGGARA TIMUR. k 
PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR 

2 



BAB I 

KETENTUAN UMUUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

5. Lintasan Penyeberangan adalah Lintasan Penyeberangan Antar 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

BAB II 

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR KABUPATEN/ 

KOTA DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Pasal 2 

(1) Tarif angkutan penyeberangan dikenakan kepada penumpang kelas 

ekonomi dewasa dan anak-anak, barang, kendaraan, alat-alat 

berat/besar yang diangkut dengan mobil barang. 

Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan (2) dalam 

9 (sembilan) golongan yaitu : 

a. Golongan I Sepeda; 
b. Golongan II Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak 

dorong 
c. Golongan III Sepeda motor besar 2 500 cc dan kendaraan 

roda 3; 

d. Golongan IV Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, 

Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station 

Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 

5 meter dan sejenisnya; 
e. Golongan V Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil 

barang berupa truk/tangki dengan ukuran 

panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya; 

- 3 



f. Golongan VI Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil 

barang berupa truk/tangki dengan ukuran 

panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 

meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa 

gandengan; 
g. Golongan VII Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk 

tronton/tangki, kereta penarik berikut 

gandengan serta kendaraan alat berat dengan 

panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 

meter dan sejenisnya, 

h. Golongan VII Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk 

tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta 

penarik berikut gandengan dengan ukurann 

panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 

meter dan sejenisnya; 

i. Golongan IX Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk 

tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta 

penarik berikut gandengan dengan ukuran 

panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya; 

(3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Tarif pelayanan tambahan untuk penumpang non kelas ekonomi, ditentukan 

oleh Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator). 
Pasal 4 

Alat-alat berat/besar yang beratnya di atas 30 (tiga puluh) ton harus 

mendapat persetujuan Kepala Dinas. 

Pasal 5 

Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum bertambah 

luasnya pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) 

golongan di atasnya. 

Pasal 6 

(1) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan I, II dan II sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan hurufc sudah 

termasuk pengemudi. 

(2) Tarif angkutan untuk kerndaraan golongan IV sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil barang sudah termasuk 

untuk 1 (satu) orang dan 2 (dua) ton barang.k 
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(3) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil penumpang sudah 

termasuk untuk 4 (empat) orang. 

(4) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil barang sudah termasuk 

untuk 2 (dua) orang dan 8 (delapan) ton barang. 

(5) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil penumpang sudah 

termasuk untuk 16 (enam belas) oranng. 

(6) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobi barang sudah termasuk 

untuk 2 (dua) orang dan 16 (enam belas) ton barang. 

(7) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobi penumpang sudah 

termasuk untuk 30 (tiga puluh) orang 

(8) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VII sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 21 (dua 

puluh satu) ton barang. 

(9) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VIlI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 

30 (tiga puluh) ton barang 
(10) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk jenis mobil barang truk tronton/ 

tangki dan kereta penarik gandengan sudah termasuk untuk 2 (dua) 

orang dan 40 (empat puluh) ton barang. 

(11) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk jenis kendaraan alat berat sudah 

termasuk untuk 1 (satu) orang. 

(12) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturaan Gubernur ini, belum termasukk Iuran Wajib Dana 

Pertanggungan Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan 

jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela. 

(13) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V, VI , Vi, VIl dan IX 

dikenakan luran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang 

dilakukan secara sukarela.k 
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Pasal 7 

Setiap pungutan yang terkait dengan Tarif Angkutan Penyeberangan terlebih 

dahulu harus mendapat persetujuan dari Gubernur. 

BAB III 

PENGAWASAN 

Pasal 8 

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 9 

Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur menetapkan Tarif Angkutan 

Penyeberangan Lintasan Dalam Kabupaten/Kota di wilay ah masing-masing 

dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini. 

BAB 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 100 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan 

Lintasan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 41) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal24 oktoeER 2022 

GUBEPR AATENGGARA TIMURÁ 

wIKTOR BUNGTIL LAISKODAT 
RA TW 

TENGGP Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 24 ,0kTorer 2022 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

kPROVIST NUSA TENGGARA TIMUR, 

JOHANNA E LISAPALY 
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR (O8 

- 6-

























































































































































{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

